














(4) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15
Pembinaan kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah

terkait dan aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 dikoordinasikan dengan Kecamatan.

Pasal 16
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat
melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

Pasal 17

(1) Camat dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan
pemerintahan desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan
kewenangan desa.

(2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) minimal dilakukan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada
Bupati melalui Camat.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dan
disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
(1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa, melakukan penyesuaian sesuai
dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan
kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
desa.

Pasal 19
i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Juli 2018

B KERINCI,

Diundangkan di Sungai Penuh AR -

pada tanggal 27 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

e I

Ir. GASDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KERINCI

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO.

BIDANG

URAIAN

2

3

Pembinaan kelembagaan masyarakat

Pengelolaan tanah kas desa

Pengembangan peran masyarakat desa

a5

mpAapop

penyusunan, penetapan, dan pengawasan aturan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan Desa;

pembinaan kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan , dan lingkungan;

pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala Desa; dan

pembinaan kelembagaan kerja sama antar Desa.

pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa;
penyelenggaraan gotong royong masyarakat;

pelestarian budaya dan adat lokal desa;

pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat; dan

pembinaan kelembagaan masyarakat.

pembinaan lembaga adat dan hutan adat

B KERINCI,

ADIROZAL
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